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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987 
1. Konsonan 
No Arab Latin No Arab Latin 
1 ا Tidak dilambangkan 16 ط 
ṭ 
 
2 ب B 17 ظ Ẓ 
3 ت T 18 ع ˛ 
4 ث S 19 غ G 
5 ج J 20 ف F 
6 ح ḥ 21 ق Q 
7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
10 ر R 25 ن N 
11 ز Z 26 و W 
12 س S 27 ہ H 
13 ش Sy 28 ء ’ 
14 ص Ṣ 29 يي Y 
15 ض ḍ 
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2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoton dan vocal rangkap. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harkat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fathah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama 
Gabungan 
Huruf 
ي  َ  Fathah dan ya Ai 
و  َ  Fathah dan wau Au 
 
Contoh: 
ففيك : kaifa 
لوه : haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda 
ي/ا  َ  
Fathah dan Alif ā 
Atau ya 
 
ي  َ  Kasrah dan ya ī 
ي  َ  Dammah dan wau ū 
 
Contoh: 
  ل ق          : qā la 
ى م  ر : ramā 
  لْي ق : qīla 
لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah(ۃ) 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup 
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, 
kasrah, dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta Marbutah mati 
Ta Marbutah yang mati atau yang mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. Kalau pada suatu kata yang akhir 
katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h. 
Contoh: 
 ْلا فْط ْلْا  ة  ضْو  ر  : raudah al-atfāl / raudatulatfāl 
xi 
 
 ْة  رّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل ا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al- 
 Madīnatul Munawwarah              
 ْة  حْل ط   : Talhah 
 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama lainnya ditulis 
sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman 
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia,  s
eperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya. 
3. Kata-
kata yang sudah  dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesi
a tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 
 
Nama : Abdul Hadi Firsawan   
NIM  : 041300785  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III 
Perbankan Syariah 
Judul Laporan : Prosedur Pengajuan Perizinan Bagi 
Penyelenggara Kegiatan Usaha 
Penukaran Valuta Asing Bukan 
Bank Pada Bank Indonesia 
Perwakilan Provinsi Aceh 
Hari/Tanggal Sidang :   
Tebal LKP : 49 halaman 
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M. Ag 
Pembimbing II   : Risma Handayani, SE, M. Si 
 
Penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini 
berdasarkankan hasil kerja praktik pada Bank Indonesia 
Banda Aceh yang beralamat di Jl. Cut Meutia no. 15 Kota 
Banda Aceh, Provinsi Aceh. Valuta Asing adalah transaksi 
yang memperdagangkan suatu mata uang asing terhadap mata 
uang asing lainnya. Valuta asing difungsikan sebagai alat 
pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan 
internasional. Sejak adanya perdagangan valuta asing, maka 
muncul juga perusahaan penyediakan uang asing untuk 
ditukar, seperti money changer. Lembaga penukaran valuta 
asing bukan Bank bisa melakukan perdagangan secara legal 
setelah mendapatkan sertifikat legalitas dari Bank Indonesia.  
Untuk mendapatkan izin usaha tersebut, perusahaan 
harus melengkapi persyaratan ke Bank Indonesia serta 
mengikuti tahapan seleksi kredibilitas usaha. Pedagang valuta 
asing yang lulus verifikasi bisa menjalankan usaha secara 
legal dengan izin berlaku lima tahun. Bank Indonesia terus 
memperbaharui peraturan tentang KUPVA Bukan Bank, 
yang terbaru ialah PBI Nomor 18/20/PBI/2016. Bank 
Indonesia terus menyosialisasikan peraturan ini agar 
diketahui dan dipahami oleh khalayak dan pengusaha, supaya 
pedagang sulit melakukan pelanggaran. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pasca perang dunia kedua, perekonomian dunia 
mengalami perubahan drastis dan berkat kemajuan teknologi, 
penduduk dunia semakin mudah melakukan transaksi untuk 
memenuhi kebutuhan. Teknologi menjadikan uang sebagai 
alat pembayaran berputar sangat cepat, baik dalam negeri 
maupun antar Negara. Karenanya, setiap Negara mempunyai 
Bank Sentral (Central Bank). 
Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-
masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu Negara 
secara luas, baik di dalam Negeri maupun ke luar Negeri 
(Kasmir, 2007). Di Indonesia, tugas Bank Sentral dipegang 
oleh Bank Indonesia. Bank Sentral di tiap Negara hanya ada 
satu dan mempunyai cabang hampir di tiap provinsi. Tujuan 
Bank Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang RI 
nomor 23 tahun 1999 bab III Pasal 27 adalah untuk mencapai 
dan memelihara kestabilan rupiah. Apabila nilai mata uang 
rupiah tidak stabil, akan menimbulkan dampak yang luas, 
seperti terjadinya inflasi.  
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari kestabilan 
rupiah ialah kestabilan nilai rupiah terhadap nilai mata uang 
Negara lain. Hal ini bisa dilihat dari nilai tukar rupiah 
terhadap mata uang Negara lain. Kestabilan nilai rupiah akan 
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banyak memberi manfaat, terutama dalam mendukung 
pembangunan ekonomi masyarakat. 
Kestabilan nilai rupiah juga tidak terlepas dari 
kegiatan ekspor produk. Ketika perdagangan antar Negara 
terjadi, di saat yang sama juga terjadi pertukaran nilai mata 
uang. Hal itu disebabkan jenis mata uang antar Negara 
berbeda-beda, berikut juga nilainya. Pada situasi ini, 
diperlukan perdagangan valuta asing untuk memperlancar 
proses transaksi atau perdagangan. 
Transaksi valuta asing dapat dilakukan oleh suatu 
badan/perusahaan atau secara perorangan. Dalam setiap 
transaksi valuta asing, maka digunakan kurs (nilai tukar). 
Nilai tukar ini dapat berubah-ubah sesuai kondisi dari waktu 
ke waktu yang disebabkan berbagai faktor, seperti ekonomi 
dan politik (Kasmir, 2007). 
Dalam perdagangan pasar valuta asing internasional, 
hanya mata uang yang tergolong “convertible currencies” 
yang sering diperdagangkan, sedangkan yang tidak termasuk 
dalam golongan tersebut jarang diperdagangkan. Beberapa 
indikator yang menentukan golongan convertible currencies 
adalah volume perdagangan suatu Negara baik secara kualitas 
maupun kuantitas, selain itu neraca perdagangan serta 
kestabilan politik dan ekonomi dalam suatu Negara. 
Mata uang yang termasuk dalam golongan kuat 
diantaranya seperti mata uang Amerika Serikat, Francis, 
Jepang, Jerman, dan Inggris. Mata uang golongan yang 
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termasuk lemah (soft currencies) biasanya berasal dari 
Negara berkembang, seperti Indonesia, India, dan Filipina. 
Perdagangan mata uang asing bisa dilakukan melalui 
jasa perbankan maupun lembaga non-bank (Yusran, 2016). 
Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui perbankan 
biasanya untuk kegiatan dagang dalam jumlah besar, seperti 
kegiatan ekspor, impor, pembelian barang dari luar negeri, 
dan investasi. Sedangkan transaksi valuta asing yang biasa 
dilakukan pada lembaga bukan bank ialah seperti transaksi 
spot oleh turis saat mengunjungi Negara asing untuk berlibur 
atau kebutuhan kerja.  
Beberapa perbedaan perdagangan valuta asing di bank 
dan money changer ialah pada bank membutuhkan antrian, 
meski beberapa bank sudah menyediakan layanan transaksi 
real time online. Kemudian, bank jarang menerima uang 
dengan kondisi lusuh, sedang money changer masih 
menerima penukaran valuta asing yang kondisinya kurang 
baik, namun dengan resiko nilai mata uang berkurang. 
Kegiatan usaha penukaran Valuta Asing (KUPVA) 
bukan Bank atau money changer merupakan tempat alternatif 
selain bank untuk menukarkan valuta asing. Dalam 
perkembangannya, Bank Indonesia mengubah aturan terkait 
penyelenggaraan KUPVA bukan Bank. Berdasar surat edaran 
Bank Indonesia per 30 Desember 2016, terkait 
diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 
18/20/PBI/2016 tentang KUPVA bukan Bank, Bank 
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Indonesia telah mengatur kembali ketentuan pelaksanaan 
penyelenggaraan KUPVA bukan Bank. 
PBI nomor 18/20/PBI/2016 tentang kegiatan usaha 
penukaran valuta asing bukan Bank dikeluarkan dengan 
mencabut PBI nomor 15/16/PBI/2014. PBI yang baru 
dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan KUPVA 
Bukan Bank yang lebih sehat, sehingga mencegah 
dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang, narkoba, judi 
online, grativikasi negatif, dan kejahatan lainnya. 
PBI baru tersebut juga berdampak pada pengurusan 
izin bagi lembaga penyelenggara KUPVA bukan Bank. Sejak 
dikeluarkan PBI Nomor 18/20/PBI/2016, Bank Indonesia 
mengimbau lembaga penyelenggara KUPVA bukan Bank 
yang belum mengantongi izin operasional agar segera 
mengurus izin ke Bank Indonesia paling lambat hingga 7 
April 2017 (Bank Indonesia, 2017, a). Setelah berakhirnya 
batas waktu tersebut, Bank Indonesia akan bekerja sama 
dengan Kepolisian Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Narkotika Nasional, 
dalam operasi penertiban. 
Berdasarkan di atas, penulis tertarik untuk membahas 
permasalahan tersebut dalam laporan kerja praktik yang 
berjudul “Prosedur Pengajuan Perizinan Bagi 
Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing 
Bukan Bank pada Bank Indonesia Perwakilan Provinsi 
Aceh”. 
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1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik 
Penulisan LKP ini mempunyai tujuan untuk 
mengetahui prosedur pengajuan perizinan bagi penyelenggara 
KUPVA bukan Bank kepada Bank Indonesia berdasarkan 
PBI terbaru. 
 
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik 
Penulisan LKP ini mempunyai kegunaan sebagai berikut: 
1. Khazanah Ilmu Pengetahuan 
Hasil Laporan Kerja Praktik ini menjadi referensi, bahan 
bacaan, serta sarana informasi bagi mahasiswa dalam 
menambah pengetahuan tentang kegiatan usaha 
penukaran Valuta Asing bukan Bank, serta menjadi 
referensi tambahan di Jurusan Diploma III Perbankan. 
2. Masyarakat 
Melalui Laporan Kerja Praktik ini, diharapkan dapat 
menambah referensi dan informasi pada masyarakat 
mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan 
bank. 
3. Instansi Tempat Kerja Praktik 
Laporan kerja praktik ini dapat menjadi bahan promosi 
tentang syarat dan alur untuk mendapatkan izin dari 
Bank Indonesia bagi lembaga bukan bank yang ingin 
menjadi penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta 
asing. Selain itu juga dapat menjadi masukan positif bagi 
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instansi tentang kegiatan usaha penukara valuta asing 
bukan bank. 
4. Penulis 
Laporan kerja praktik merupakan salah satu syarat bagi 
mahasiswa dalam menyelesaikan program Diploma III 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Bagi penulis, 
pembuatan laporan kerja praktik ini secara langsung 
menambah wawasan serta pengetahuan terkait kegiatan 
usaha penukaran valuta asing bukan bank. 
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik 
Kegiatan kerja praktik wajib diikuti oleh setiap 
mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 
Kegiatan kerja praktik baru bisa diikuti mahasiswa setelah 
menyelesaikan mata kuliah serta mengikuti pembekalan kerja 
praktik yang digelar pihak prodi.  
Sebelum penulis mengikuti kerja praktik atau biasa 
disebut magang, penulis lebih dulu mencari instansi sebagai 
tempat kerja praktik. Setelah menemukan instansi terkait, 
penulis mendaftar kepada prodi dengan mengisi formulir 
yang disediakan untuk membuat surat permohonan kerja 
praktik. Setelah surat permohonan dan persyaratan seperti 
biodata diri, pas foto dan transkip nilai penulis penuhi, 
penulis mengantar berkas tersebut ke instansi tempat kerja 
praktik yaitu Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh. 
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Setelah bagian sumber daya manusia Bank Indonesia 
perwakilan Provinsi Aceh menyetujui kerja praktik dan 
mengeluarkan surat balasan untuk Prodi Diploma III 
Perbankan Syariah, maka penulis sudah bisa melakukan kerja 
praktik. 
Penulis melakukan kerja praktik di Bank Indonesia 
perwakilan Provinsi Aceh terhitung 11 April 2016 hingga 31 
Mei 2016 atau lebih kurang 30 hari kerja setelah dikurangi 
libur mingguan dan libur hari besar. Selama kerja praktik, 
penulis harus mengikuti aturan kerja di instansi tersebut. 
Penulis masuk kerja pukul 07.40 WIB hingga pukul 17.00 
WIB. Setiap hari Selasa, penulis mengikuti sesi berbagi ilmu 
pengetahuan (knowledge sharing) pada pukul 07.40 WIB 
hingga pukul 09.00 WIB. Selama kerja praktik penulis 
ditempatkan pada dua bagian, yaitu bagian sumber daya 
manusia dan bagian layanan nasabah, kliring, perizinan, dan 
pengawasan sistem pembayaran. 
Usai masa kerja praktik, penulis diwajibkan membuat 
laporan kerja praktik dengan memilih suatu pembahasan pada 
tempat kerja praktik yang penulis tekuni. Penulis melakukan 
konsultasi dengan Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry untuk menentukan judul 
laporan yang penulis bahas. Setelah mendapatkan persetujuan 
dari pihak Laboratorium, tahap selanjutnya adalah 
menyelesakan bab I laporan ini, kemudian penulis menunggu 
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penetapan dosen pembimbing dan dilanjutkan dengan 
menyelesaikan laporan ini. 
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BAB II 
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 
 
2.1 Sejarah Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh 
Berdirinya Bank Indonesia di republik ini didasari 
rentetan sejarah panjang, yaitu sejak Nusantara dikenal 
sebagai daerah penghasil rempah-rempah dan Belanda yang 
diperkuat tentaranya berusaha menguasai Nusantara pada 
abad 15. 
Awalnya, pemerintah Belanda sempat mendirikan 
bank pertama di Nusantara untuk memperlancar dan 
memudahkan aktivitas perdagangan VOC (Vereenigde 
Oostindische Compagnie) di Nusantara. VOC ialah 
perusahaan induk penghimpun perusahaan dagang Belanda di 
Batavia (sekarang Jakarta) yang dikukuhkan pada 1619. Bank 
pertama yang didirikan Belanda tersebut bernama De Bank 
van Leeningpada 1746, yang kemudian berganti menjadi                            
De Bank Courant en Bank van Leening  pada 1752. Namun, 
pada akhir abad ke-18 bank ini diambil alih oleh Pemerintah 
Kerajaan Belanda setelah VOC mengalami kebangkrutan. 
Tidak lama kemudian, Inggris mengambil alih wilayah 
Hindia Timur dari Belanda yang mengakibatkan ditariknya 
mata uang Rijksdaalder dari peredaran. 
Menurut dokumen elektronik yang dikeluarkan Bank 
Indonesia berjudul “Sejarah Pra Bank Indonesia Bagian 
Satu”, De Javasche Bank yang menjadi cikal-bakal Bank 
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Indonesia didirikanoleh Belanda pada 24 Januari 1828 di 
Batavia. De Javasche Bank berdiri berdasar surat keputusan 
komisaris jenderal Hindia Belanda nomor 25. 
Pada tahun kedua, De Javasche Bank mulai membuka 
kantor cabang diluar Batavia, yaitu Surabaya dan Semarang. 
Kantor cabang De Javasche Bank terus bertambah di wilayah 
Padang, Makassar, Cirebon, Solo, hingga Yogyakarta. Pada 
periode De Javasche Bankwet (1922-1942), bank ini 
mempunyai 16 kantor cabang di Indonesia, salah satunya di 
Kutaraja (sekarang Banda Aceh). 
Pecahnya perang dunia kedua di Eropa terus menjalar 
hingga Asia-Pasifik. Seiring dengan itu, militer Jepang 
melebarkan wilayah invasinya dari daratan Asia ke Asia 
Tenggara, termasuk Indonesia. Pada 1942 Jepang berhasil 
menduduki Indonesia dan mengusir Belanda. Sistem 
keuangan Indonesia saat itu dikendalikan penuh oleh Jepang. 
Tiga tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 1945 Jepang 
menyerah dan Indonesia merdeka pada 17 Agustus di tahun 
yang sama. 
Keinginan Indonesia membuat bank sentral untuk 
memperkuat adanya kesatuan wilayah dan kesatuan ekonomi 
moneter terlihat dalam UUD 1945 Bab VIII pasal 23 Hal 
Keuangan.Dalam perjalanannya, Oeang Repoeblik Indonesia 
(ORI) diterbitkan pertama kali pada 30 Oktober 1946. 
Dengan keluarnya ORI, maka uang Jepang serta uang 
Belanda dinyatakan tidakberlaku sampai jangka waktu 
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penarikan yang ditentukan. Namun, peraturan itu sulit 
berjalan karena kondisi negara Indonesia belum sepenuhnya 
stabil. 
Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, 
Belanda, pada 1949 melahirkan keputusan penting, salah 
satunya adalah menunjuk De Javasche Bank sebagai bank 
sentral (Suwidi, 2000). Dua tahun kemudian, De Javasche 
Bank dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia pada 
Desember 1951 dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 
1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia 
(Kasmir, 2007). Setelah rancangan Undang-Undang pokok 
Bank Indonesia disahkan oleh Presiden pada 29 Mei 1953, 
sejak saat itu bangsa Indonesia telah memiliki sebuah 
lembaga bank sentral dengan nama Bank Indonesia. 
Kantor perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Aceh, 
Banda Aceh, sudah dibuka sejak tahun 1918 ketika Bank 
Indonesia masih bernama De Javasche Bank. Bank sentral 
cabang di Aceh ini sempat ditutup ketika agresi militer 
Jepang tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka, gedung 
kantor yang dibangun oleh Vermont Cuypers & Hulswit ini 
dibuka kembali pada 2 Maret 1964 di alamat yang sama, 
yaitu Jl. Cut Meutia No.15 Banda Aceh. 
Menurut dokumen elektronik yang dikeluarkan Bank 
Indonesia berjudul “Sejarah Bank Indonesia Bagian Satu: 
Kelembagaan”, Bank Indonesia membuka cabang Banda 
Aceh dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian 
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daerah Aceh yang secara geografis mempunyai arti penting 
dalam rangka melawan proyek neokolonialisme yaitu 
Malaysia. 
Pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi bencana 
besar di Provinsi Aceh. Bencana gempa dan tsunami 
menyebabkan kerusakan gedung kantor yang cukup parah 
sehingga Kantor Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh di 
Banda Aceh memindahkan operasional sementara ke salah 
satu rumah dinas Bank Indonesia di Jl. Jend. Sudirman No. 
82 Banda Aceh. Pemindahan ini untuk menunjang kelancaran 
pelayanan Bank Indonesia kepada masyarakat sambil 
menunggu selesainya renovasi yang dilakukan terhadap 
gedung kantor di Jl. Cut Meutia No. 15 Banda Aceh.  
Pada tahun 2007, setelah renovasi gedung kantor 
selesai, kegiatan operasional Bank Indonesia Provinsi Aceh 
di Banda Aceh kembali dipindahkan ke tempat semula. Bank 
Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh sebagai kepanjangan 
tangan dari kantor Bank Indonesia pusat mempunyai visi 
menjadi kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di 
daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-
tugas Bank Indonesia yang diberikan. Sedangkan misinya 
yaitu mendukung pencapaian kantor Bank Indonesia pusat 
dibidang moneter dan sistem pembayaran secara efisien dan 
optimal serta memberikan saran kepada pemerintah daerah 
dan lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka 
mendukung pembangunan ekonomi daerah. 
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2.2 Struktur Organisasi Kantor Bank Indonesia 
Provinsi Aceh 
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan 
Bank Indonesia Provinsi Aceh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh (2017). 
Adapun bidang-bidang dalam struktur organisasi 
tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, 
yaitu sebagai berikut: 
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KPwDN Kota/Kabupaten 
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1. Kepala Perwakilan merupakan pemimpin tertinggi pada 
kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah. Kepala 
Perwakilan mengontrol dan mengawasi setiap karyawan 
serta memimpin kegiatan bank, diantara tugasnya adalah: 
a. Merencanakan, mengarahkan, mengawasi, dan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok Bank 
Indonesia dalam cakupan bidangnya seperti unit 
ekonomi dan keuangan serta sistem pembayaran dan 
manajemen intern. 
b. Memberikan masukan kepada kantor pusat dan/atau 
kantor perwakilan wilayah mengenai kondisi ekonomi 
dan keuangan daerah wilayah kerja. 
c. Menyediakan informasi dan masukan/saran untuk 
pemerintah daerah yang bertujuan mengembangkan 
ekonomi di daerah tersebut. 
2. Kepala Divisi Sistem Pembayaran (SP), Pengelolaan 
Uang Rupiah (PUR), Layanan, dan Administrasi:  
a. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas pokok 
menyangkut bidangnya, yaitu tim PUR dan 
operasional SP, perizinan dan pengawasan, serta 
layanan dan administrasi. 
b. Menjalankan fungsi perizinan, pengawasan, 
menganalisa, serta memberikan perlindungan 
terhadap konsumen pada sistem pembayaran dan 
pengelolaan uang rupiah. 
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c. Mengelola data sumber daya manusia pada kantor 
perwakilan Bank Indonesia. 
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pegawai 
sesuai kewenagannya. 
e. Menatausahakan dan melaksanakan pengadaan 
barang dan jasa. 
f. Melakukan pemeliharaan gedung, inventaris kantor, 
dan lain-lain. 
3. Tim Advisory Ekonomi dan Keuangan: 
a. Melaksanakan penyusunan asesmen, proyeksi, survei 
dan statistik ekonomi dan keuangan. 
b. Memberikan data dan informasi terkait kondisi 
ekonomi dan keuangan daerah kepada atasan. 
c. Membuat angka-angka statistik ekonomi dan 
keuangan daerah. 
4. Tim Pengembangan Ekonomi: 
a. Merekomendasikan tindakan yang diperlukan terkait 
hasil asesmen dan statistik kepada kantor pusat 
dan/atau kantor perwakilan wilayah dan pemerintah 
daerah. 
b. Membuat masukan kepada pemerintah daerah terkait 
pengembangan ekonomi dan keuangan. 
c. Menyusun dan menganalisa data dan informasi di 
bidang ekonomi keuangan, indikator ekonomi makro, 
dan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
d. Melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan. 
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5. Internal Control Officer (ICO), yaitu posisi yang 
bertugas sebagai auditor yang ditempatkan disetiap 
kantor perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia. 
Petugas ICO akan melakukan audit internal pada setiap 
kantor perwakilan Bank Indonesia. 
6. Performance Manager (PM) yaitu posisi yang bertugas 
untuk memantau perkembangan suatu program kerja 
yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia. 
 
2.3 Kegiatan Kantor Bank Indonesia Provinsi Aceh 
Kegiatan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang 
independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 
dimulai sejak berlakunya UU No. 23/1999 tentang Bank 
Indonesia pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6/ 
2009. 
Sebagai bank sentral yang independen dalam 
menjalankan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai satu 
tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua 
aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan 
jasa yang bisa dilihat pada perkembangan laju inflasi, serta 
kestabilan terhadap mata uang Negara lain yang terlihat pada 
perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Negara 
lain. 
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Tujuan tunggal tersebut dirumuskan untuk 
memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung 
oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Tiga 
pilar itu ialah (Bank Indonesia, 2017, b): 
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system Pembayaran. 
3. Stabilitas sistem keuangan. 
Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan 
moneter, otoritas Bank Indonesia menetapkan arah kebijakan 
yang didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai 
dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro 
lainnya, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun 
panjang. 
Implementasi kebijakan moneter juga dilakukan 
dengan menetapkan suku bunga. Selain itu Bank Indonesia 
juga melakukan pendekatan pegendalian moneter secara tidak 
langsung seperti menggunakan operasi pasar terbuka, 
penentuan tingkat diskonto, dan penetapan cadangan wajib 
minimum bagi perbankan. 
Pada bidang sistem pembayaran Bank Indonesia 
merupakan satu-satunya lembaga yang punya kewenangan 
dalam mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik dan 
memusnahkan uang rupiah. Disisi lain dalam rangka 
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank 
Indonesia berwenang melaksanakan, memberi persetujuan 
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dan perizinan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran 
seperti sistem transfer dana real time, sistem kliring maupun 
sistem pembayaran lainnya.  
Demi mewujudkan suatu sistem pembayaran yang 
efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia secara terus 
menerus melakukan pengembangan sesuai dengan acuan 
yang ditetapkan yaitu blue print sistem pembayaran nasional. 
Sementara untuk mencapai stabilitas sistem keuangan, Bank 
Indonesia terus melakukan berbagai inovasi, memantau, serta 
melakukan asesmen terhadap perkembangan moneter, fiskal, 
sistem pembayaran, pasar modal, pasar surat berharga 
Negara, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan 
penjaminan simpanan. 
 
2.4  Keadaan Personalia Kantor Bank Indonesia 
Provinsi Aceh 
Karyawan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Aceh 
di Banda Aceh memiliki budaya kerja yang baik dengan 
setiap karyawannya menjunjung tinggi etika kerja di kantor 
perwakilan Bank Indonesia. Setiap karyawan di kantor 
perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, juga 
mampu menjaga hubungan baik antar sesama. 
Ketika masa magang penulis habis pada bulan Mei 
2016, Bank Indonesia perwakilan Provinsi Aceh di Banda 
Aceh memiliki 68 karyawan dan karyawati dengan jenjang 
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pendidikan beragam, mulai dari lulusan D-III, S-I, hingga    
S-II. 
Tabel 2.4 
Karakteristik Karyawan Menurut Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi (orang) 
Laki-laki 60 orang 
Perempuan 8 orang 
Jumlah 68 orang 
Sumber: Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Provinsi Aceh (2016). 
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BAB III 
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 
 
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 
Penulis mengikuti kegiatan kerja praktik di kantor 
Bank Indonesia perwakilan Provinsi Aceh sesuai dengan 
prosedur yang telah disepakati pihak Jurusan Diploma III 
Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry dengan Bank Indonesia 
perwakilan Provinsi Aceh, yaitu selama lebih kurang 30 hari 
kerja terhitung mulai 11 April 2016 hingga 31 Mei 2016. 
Selama menjalani kerja praktik penulis mendapatkan banyak 
pengalaman dan pembelajaran, serta diberi kesempatan untuk 
mengimplementasikan ilmu yang penulis dapatkan selama 
masa kuliah. 
Kegiatan kerja praktik berlangsung sesuai prosedur 
yang berlaku pada kantor Bank Indonesia perwakilan 
Provinsi Aceh, yaitu masuk kerja setiap hari Senin hingga 
Jumat mulai pukul 07.40 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Pada 
setiap hari Selasa karyawan dan mahasiswa magang 
mengikuti sesi berbagi ilmu pengetahuan (knowledge 
sharing) yang dimulai pukul 07.40 WIB sampai 09.00 WIB. 
Selama kerja praktik berlangsung, penulis mendapat arahan 
dan bimbingan mengenai pekerjaan oleh karyawan maupun 
pimpinan. 
Selama masa kerja praktik, penulis tidak dapat 
mengikuti semua kegiatan pada setiap unit karena 
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keterbatasan waktu dan menyangkut kerahasiaan lembaga 
Bank Indonesia perwakilan Provinsi Aceh. Penulis 
ditempatkan pada dua bagian, yaitu unit sumber daya 
manusia dan unit layanan nasabah, kliring, perizinan, dan 
pengawasan sistem pembayaran.  
 
3.1.1  Unit Sumber Daya 
Unit sumber daya bertugas untuk melaksanakan 
kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian, seperti 
mengelola data kepegawaian. Selain itu juga melakukan 
pemeliharaan pegawai seperti perihal gaji, intensif, fasilitas, 
dan lainnya. Unit sumber daya juga bertanggung jawab pada 
kegiatan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan gedung, 
inventaris kantor, rumah dinas, rumah istirahat, dan sarana 
lainnya. Selama penulis menjalani kerja praktik di unit ini, 
penulis melakukan: 
1. Mengumpulkan dan merapikan berbagai arsip lama yang 
masuk ke unit sumber daya untuk kemudian dimasukkan 
kedalam satu map. 
2. Mengarsip surat masuk dan keluar serta surat lainnya 
yang baru masuk ke unit sumber daya. 
3. Melakukan kodifikasi arsip sesuai bagian dan prosedur di 
unit sumber daya. 
4. Memilah berkas lama untuk dimasukkan ke ruang 
khazanah. 
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5. Melakukan foto kopi berkas yang diberikan karyawan di 
unit sumber daya. 
6. Mengantar berkas ke unit-unit. 
 
3.1.2 Unit Layanan Nasabah, Kliring, Perizinan, dan 
Pengawasan Sistem Pembayaran 
Unit layanan nasabah, kliring, perizinan, dan 
pengawasan sistem pembayaran melakukan beberapa bagian 
pekerjaan, seperti memproses transaksi transfer dana melalui 
sistem Bank Indonesia-Real System Gross Settlement, 
penatausahaan rekening nasabah, dan lainnya. Selama penulis 
menjalani kerja praktik di unit ini, penulis melakukan: 
1. Merapikan berkas lama yang sudah diarsip. 
2. Memeriksa dan menyortir berkas untuk diarsipkan. 
3. Melakukan kodifikasi arsip sesuai bagian dan prosedur di 
unit layanan nasabah, kliring, perizinan, dan pengawasan 
sistem pembayaran. 
4. Memindahkan berkas arsip ke ruang khazanah. 
5. Mengantar berkas ke karyawan pada unit-unit lain. 
 
3.2 Bidang Kerja Praktik 
Selama menjalani kegiatan kerja praktik di Bank 
Indonesia perwakilan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, 
penulis diberi kesempatan terlibat langsung pada unit layanan 
nasabah, kliring, perizinan, dan pengawasan sistem 
pembayaran. Setelah beberapa hari menjalani magang pada 
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unit tersebut, penulis tertarik untuk menggali informasi lebih 
dalam mengenai prosedur perizinan untuk menyelenggarakan 
kegiatan usaha penukaran valuta asing oleh lembaga bukan 
bank. 
Bank Indonesia dalam perjalanannya terus 
memperbaharui peraturan untuk lembaga yang ingin 
memperoleh izin penyelenggaraan penukaran Valuta Asing. 
Peraturan terbaru menyangkut kegiatan usaha penukatan 
valuta asing bukan Bank ialah peraturan Bank Indonesia 
Nomor 18/20/PBI/2016. Hingga akhir 2017, ada empat 
money changer di Kota Banda Aceh yang mendapat izin 
legalitas usaha dari Bank Indonesia, yaitu PT. Sotek 
Tukapenk, PT. Kutaraja Money Changer, PT. Debe Money 
Changer, dan PT. Takengon Belangi. 
 
3.2.1 Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kegiatan 
Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 
Setiap badan usaha bukan Bank yang akan melakukan 
kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA bukan Bank 
wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. 
Persyaratan untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut 
(Bank Indonesia, 2017, c): 
1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh 
sahamnya dimiliki oleh: 
a. Warga negara Indonesia; dan/atau 
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b. Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 
warga negara Indonesia; 
2. Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa 
maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan jual dan 
beli UKA dan pembelian cek pelawat; 
3. Memenuhi jumlah modal disetor yang paling sedikit 
sebesar: 
a. Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 
bagi calon penyelenggara yang akan melakukan 
kegiatan usaha di wilayah kota administrasi Jakarta 
Timur, kota administrasi Jakarta Barat, kota 
administrasi Jakarta Pusat, kota administrasi Jakarta 
Utara, kota administrasi Jakarta Selatan, Kota Batam, 
Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung; atau 
b. Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi calon 
penyelenggara yang akan melakukan kegiatan usaha 
di luar wilayah administrasi yang disebutkan di atas. 
4. Modal yang disetor tidak digunakan untuk tujuan 
pencucian uang maupun tidak berasal dari pencucian 
uang (money laundering). 
 
3.2.2 Tata Cara Permohonan Izin sebagai 
Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta 
Asing Bukan Bank 
1. Pengajuan permohonan izin sebagai penyelenggara 
diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Permohonan disampaikan secara tertulis kepada Bank 
Indonesia; 
b. Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a harus disertai dengan: 
1) Dokumen terkait kelembagaan dan kondisi 
keuangan; 
2) Dokumen pendukung dari masing-masing 
pemegang saham, anggota direksi, dan anggota 
dewan komisaris calon penyelenggara; dan 
3) Dokumen terkait kesiapan operasional. 
2. Dalam hal dokumen yang disampaikan calon 
penyelenggara dinilai belum lengkap, Bank Indonesia 
akan mengembalikan seluruh dokumen permohonan izin; 
3. Bank Indonesia akan memulai pemrosesan permohonan 
izin setelah dokumen yang disampaikan calon 
penyelenggara telah dinyatakan lengkap. 
 
3.2.3 Tata Cara Pemrosesan Permohonan Izin sebagai 
Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta 
Asing Bukan Bank 
1. Penelitian pemenuhan persyaratan kelembagaan dan 
kondisi keuangan: 
a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap 
kesesuaian dan kebenaran dokumen pendirian dan 
pengesahan badan hukum, kecukupan dan kesiapan 
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organisasi, kecukupan modal disetor, serta kondisi 
dan kesiapan keuangan perusahaan; 
b. Apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat 
dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai, Bank 
Indonesia menginformasikan secara tertulis kepada 
calon penyelenggara untuk memperbaiki dokumen 
dimaksud; 
c. Calon penyelenggara harus menyampaikan kembali 
kepada Bank Indonesia dokumen yang telah 
diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 30 hari 
kerja sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan 
oleh Bank Indonesia; dan 
d. Apabila sampai dengan jangka waktu berakhir calon 
penyelenggara belum menyampaikan dokumen yang 
telah diperbaiki maka calon penyelenggara dinyatakan 
telah membatalkan permohonannya. 
2. Penelitian pemenuhan persyaratan sebagai anggota 
direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham 
calon penyelenggara: 
a. Bank Indonesia melakukan penelitian terhadap 
pemenuhan persyaratan anggota direksi, anggota 
dewan komisaris, dan pemegang saham; 
b. Apabila berdasarkan hasil penelitian anggota direksi, 
calon anggota dewan komisaris, dan calon pemegang 
saham yang diajukan dinilai tidak memenuhi 
persyaratan, calon penyelenggara harus melengkapi 
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atau menambah dokumen, menyelesaikan 
permasalahan terkait dengan pemenuhan persyaratan, 
dan/atau melakukan penggantian calon anggota 
direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon 
pemegang saham yang diajukan, paling lama 45 hari 
kerja setelah tanggal surat pemberitahuan; dan 
c. Apabila calon penyelenggara tidak melaksanakan 
langkah dalam batas waktu sebagaimana ditentukan, 
calon penyelenggara dinyatakan membatalkan 
permohonannya. 
3. Pemeriksaan lokasi tempat usaha calon penyelenggara: 
a. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi dalam 
rangka memastikan kesiapan operasional calon 
penyelenggara sesuai persyaratan, antara lain 
kesiapan sarana dan prasarana serta mekanisme dan 
prosedur dalam melakukan kegiatan usaha; 
b. Apabila berdasarkan pemeriksaan lokasi calon 
penyelenggara dinilai tidak memenuhi kesiapan 
operasional, calon penyelenggara harus melengkapi 
persyaratan kesiapan operasional paling lama 20 hari 
kerja setelah tanggal surat pemberitahuan; dan 
c. Apabila calon penyelenggara tidak melengkapi 
persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan, calon 
penyelenggara dinyatakan telah membatalkan 
permohonannya. 
4. Penyuluhan ketentuan 
28 
 
 
a. Bank Indonesia menyelenggarakan penyuluhan dalam 
rangka menginformasikan ketentuan terkait dengan 
penyelenggaraan kegiatan usaha penukaran valuta 
asing bukan bank dan meningkatkan pemahaman 
calon penyelenggara dalam menerapkan ketentuan 
dan menjalankan kegiatan usaha; 
b. Bank Indonesia akan menentukan tanggal 
pelaksanaan penyuluhan; 
c. Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, 
dan pemegang saham tidak menghadiri penyuluhan 
ketentuan pada tanggal yang telah ditentukan oleh 
Bank Indonesia maka pelaksanaan penyuluhan 
ketentuan dapat dijadwalkan ulang paling lama 20 
hari kerja setelah tanggal yang telah ditentukan 
tersebut; 
d. Penjadwalan ulang hanya dilakukan jika Bank 
Indonesia menyetujui alasan ketidakhadiran anggota 
direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pemegang 
saham yang disampaikan secara tertulis; dan 
e. Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, 
dan/atau pemegang saham tidak menghadiri 
penyuluhan ketentuan yang telah dijadwalkan ulang 
atau tidak menyampaikan alasan ketidakhadiran 
secara tertulis, calon penyelenggara dinyatakan telah 
membatalkan permohonannya. 
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5. Dalam rangka melakukan penelitian terhadap kelayakan 
calon penyelenggara melalui tahapan sebagaimana 
terdapat dalam angka 1 sampai dengan angka 4, Bank 
Indonesia dapat: 
a. Meminta informasi, keterangan, dan dokumen 
tambahan; dan/atau 
b. Melakukan konfirmasi atau wawancara. 
6. Dalam rangka pelaksanaan konfirmasi atau wawancara, 
berlaku ketentuan sebagai berikut: 
a. Konfirmasi atau wawancara dilakukan dalam rangka 
menggali informasi lebih lanjut untuk memperoleh 
keyakinan atas terpenuhinya persyaratan yang telah 
ditetapkan dalam rangka memperoleh izin sebagai 
penyelenggara dari Bank Indonesia; 
b. Konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan terhadap 
anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau 
pemegang saham; 
c. Konfirmasi atau wawancara dapat dilakukan pada tiap 
tahapan pemrosesan permohonan izin untuk menggali 
informasi yang disampaikan calon Penyelenggara 
mengenai: 
1) kelembagaan dan kondisi keuangan; 
2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, 
dan/atau pemegang saham; 
3) Kesiapan operasional; dan/atau 
4) Informasi lainnya; 
30 
 
 
d. Bank Indonesia menentukan tanggal pelaksanaan 
konfirmasi atau wawancara; 
e. Dalam hal anggota direksi, anggota dewan komisaris, 
dan/atau pemegang saham tidak menghadiri 
wawancara pada tanggal yang telah ditentukan, Bank 
Indonesia akan menentukan jadwal ulang pelaksanaan 
wawancara paling lama 20 hari setelah tanggal 
undangan wawancara; dan 
f. Apabila anggota direksi, anggota dewan komisaris, 
dan/atau pemegang saham tetap tidak menghadiri 
wawancara pada jadwal ulang, calon penyelenggara 
dinyatakan membatalkan permohonannya. 
7. Berdasarkan tahapan sebagaimana dalam angka 1 sampai 
dengan angka 4 Bank Indonesia: 
a. Menyetujui permohonan izin; atau 
b. Menolak permohonan izin. 
 
3.2.4 Tindak Lanjut Permohonan Izin sebagai 
Penyelenggara  
Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan 
izin sebagai penyelenggara, berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Bank Indonesia akan menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis kepada calon penyelenggara; 
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2. Bank Indonesia akan menerbitkan surat Keputusan 
Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin, dan logo 
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin; 
3. Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
angka 2, harus dilakukan oleh: 
a. Anggota direksi; atau 
b. Pihak lain yang diberi kuasa oleh direksi berdasarkan 
surat kuasa. 
4. Calon penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib 
melaksanakan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 30 
hari sejak tanggal surat pemberitahuan; 
5. Pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud wajib dilaporkan 
secara tertulis oleh anggota direksi kepada Bank 
Indonesia paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal 
dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha; 
6. Izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia 
dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila penyelenggara 
tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam angka 4; dan 
7. Apabila izin yang telah diberikan oleh Bank Indonesia 
dinyatakan batal dan tidak berlaku, penyelenggara harus 
mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
angka 2 kepada Bank Indonesia. 
 
3.2.5 Masa Berlaku Izin dan Tata Cara Pengajuan 
Perpanjangan Izin  
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1. Izin sebagai penyelenggara yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia berlaku paling lama selama 5 tahun terhitung 
sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang 
berdasarkan permohonan penyelenggara kepada Bank 
Indonesia; 
2. Permohonan perpanjangan izin diajukan paling lambat 3 
bulan sebelum masa berlaku izin berakhir; 
3. Permohonan perpanjangan izin disampaikan kepada 
Bank Indonesia secara tertulis dan ditandatangani oleh 
anggota direksi; 
4. Surat permohonan perpanjangan izin harus disertai 
dengan fotokopi surat Keputusan Pemberian Izin Usaha 
(KPmIU) dan fotokopi sertifikat izin; 
 
3.2.6 Evaluasi Perpanjangan Izin Kegiatan Usaha 
Penukaran Valuta Asing Bukan Bank 
1. Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap izin yang 
telah diterbitkan kepada penyelenggara. 
2. Evaluasi dilakukan atas dasar: 
a. Hasil pengawasan Bank Indonesia selama masa 
berlakunya izin; dan/atau 
b. Permohonan perpanjangan izin penyelenggara. 
3. Evaluasi atas perpanjangan izin dilakukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. Optimalisasi dan perkembangan kegiatan usaha antara 
lain: 
33 
 
 
1) Jumlah maupun nilai transaksi; dan/atau 
2) Pendapatan dan laba usaha; 
b. Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, antara 
lain: 
1) Tingkat kepatuhan penyelenggara terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan, antara 
lain mengenai anti pencucian uang dan pendanaan 
terorisme, perlindungan konsumen, persaingan 
usaha yang sehat, transfer dana, dan ketentuan 
lainnya baik yang diterbitkan Bank Indonesia 
maupun otoritas lainnya; dan/atau 
2) Tingkat kepatuhan pemegang saham, anggota 
direksi dan anggota dewan komisaris terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 
c. Penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain: 
1) Pemenuhan prinsip perlindungan konsumen 
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai 
perlindungan konsumen; dan/atau 
2) Kuantitas dan kualitas penanganan serta 
penyelesaian pengaduan nasabah. 
4. Berdasarkan pelaksanaan evaluasi, Bank Indonesia 
dapat: 
a. Memperpanjang masa berlaku izin; 
b. Mempersingkat masa berlaku izin; 
c. Membatasi kegiatan usaha; dan/atau 
d. Mencabut izin. 
34 
 
 
5. Pencabutan izin usaha Penyelenggara dilakukan antara 
lain berdasarkan hal sebagai berikut: 
a. Penyelenggara tidak lagi beroperasi atau melakukan 
kegiatan usaha, termasuk apabila tidak adanya laporan 
yang disampaikan kepada Bank Indonesia mengenai 
perkembangan kegiatan usahanya tersebut; 
b. Penyelenggara diketahui tidak lagi memiliki pengurus 
aktif yang bertanggungjawab dan mewakili 
penyelenggara dalam melakukan kegiatan usahanya 
atas sebab apapun, dan tidak menunjukkan upaya 
untuk melakukan penggantian pengurus tersebut 
sesuai ketentuan yang berlaku; dan/atau 
c. Penyelenggara melakukan pemindahan alamat lokasi 
usaha tanpa persetujuan Bank Indonesia sehingga 
tidak diketahui keberadaannya dan menyulitkan bagi 
Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap penyelenggara dimaksud. 
6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi, Bank 
Indonesia menerbitkan: 
a. Surat keputusan mengenai perubahan atas Surat 
Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU) dan 
sertifikat izin usaha dalam hal hasil evaluasi berupa, 
memperpanjang masa berlaku izin atau 
mempersingkat masa berlaku izin; 
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b. Surat keputusan mengenai pembatasan kegiatan usaha 
dalam hal hasil evaluasi berupa pembatasan kegiatan 
usaha; atau 
c. Surat penolakan permohonan perpanjangan izin usaha 
yang disertai dengan Surat Keputusan Pencabutan 
Izin Usaha (KPnIU) dalam hal hasil evaluasi berupa 
pencabutan izin. 
7. Apabila hasil evaluasi berupa pencabutan izin, 
penyelenggara harus mengembalikan Surat Keputusan 
Pemberian Izin Usaha (KPmIU), sertifikat izin usaha, 
serta logo Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin 
kepada Bank Indonesia. 
 
3.2.7 Penghentian Kegiatan Usaha Atas Permintaan 
Penyelenggara 
Penghentian kegiatan usaha dalam rangka pencabutan 
izin usaha atas permintaan Penyelenggara dilakukan dengan 
ketentuan, sebagai berikut: 
1. Kantor pusat penyelenggara menyampaikan permohonan 
penghentian kegiatan usaha secara tertulis kepada Bank 
Indonesia yang disertai dengan alasan penghentian 
kegiatan usaha dengan ketentuan: 
a. Penghentian kegiatan usaha telah diputuskan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham penyelenggara; 
b. Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh 
kewajiban dan akan bertanggung jawab terhadap 
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setiap tuntutan yang mungkin timbul di kemudian 
hari; dan 
c. Penyelenggara harus mengembalikan Surat 
Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU), logo 
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank berizin yang 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan sertifikat izin 
usaha yang diterbitkan Bank Indonesia; 
2. Permohonan harus disampaikan paling lambat 30 hari 
sebelum tanggal efektif penghentian kegiatan usaha 
kantor pusat yang direncanakan penyelenggara; 
3. Bank Indonesia memberikan persetujuan penghentian 
kegiatan usaha secara tertulis dan menerbitkan Surat 
Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) setelah 
dokumen permohonan diterima secara lengkap; 
4. Pencabutan izin usaha berlaku efektif sejak tanggal surat 
keputusan; dan 
5. Bank Indonesia melakukan pengkinian daftar 
penyelenggara berdasarkan pencabutan izin usaha 
penyelenggara. 
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3.3 Teori yang Berkaitan 
3.3.1 Pengertian Valuta Asing 
Valuta asing atau dalam bahasa Inggris disebut 
foreign exchange merupakan suatu transaksi yang 
memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata 
uang lainnya (Investopedia, 2017). Dalam bahasa Indonesia, 
valuta asing kerap disingkat sebagai valas, atau dalam bahasa 
Inggris, foreign exchange sering disingkat dengan forex. 
Valuta asing adalah mata uang asing yang difungsikan 
sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi 
keuangan internasional dan juga mempunyai catatan kurs 
resmi pada bank sentral. 
Jual beli mata uang, dalam Islam disebut al-sharf. 
Secara harfiah al-sharf artinya penambahan (al-ziyadah), 
seimbang (al-'adl), penukaran, penghindaran, atau transaksi 
jual beli. Menurut Heri Sudarsono, sharf adalah perjanjian 
jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual 
beli mata uang asing (valuta  asing) dapat dilakukan baik 
dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah 
dengan rupiah maupun yang tidak sejenis (Sudarsono, 2004). 
Pertukaran valuta tersebut harus secara tunai dan diterima 
bersamaan oleh masing-masing pihak. 
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3.3.2 Dasar Hukum Kegiatan Perdagangan Valuta 
Asing 
Kegiatan perdagangan nilai mata uang di Indonesia 
telah diatur dalam beberapa undang-undang dan fatwa yang 
dikeluarkan pihak berwenang. Selain itu, ditinjau dari segi 
agama Islam, perdagangan mata uang meski tidak dibahas 
secara gamblang dalam Alquran, pembahasan jual beli mata 
uang tetap menjadi bagian dari topik ekonomi Islam. Ada 
ayat dalam Alquran yang menyinggung tentang hal tersebut 
dan dikuatkan dengan beberapa hadis sahih.  
Dalam hukum positif di Indonesia, beberapa peraturan 
yang mengatur tentang perdagangan valuta asing ialah: 
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang 
Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan ke Luar 
Daerah Pabean Indonesia. 
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 
tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan 
Bank. 
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 
Indonesia Nomor: 28/DSN-MUI/III2002 tentang Jual 
Beli Mata Uang Asing. 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu 
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata 
Uang. 
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Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis 
Ulama Indonesia yang penulis tulis di atas, Dewan Syariah 
Nasional menetapkan fatwa halal untuk perdagangan valuta 
asing, sejauh mengikuti ketentuan berikut: 
1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan) 
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga 
(simpanan) 
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis 
maka nilainya harus sama dan secara tunai. 
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan 
nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan 
dan secara tunai. 
 
3.3.3 Pelaku Transaksi Valuta Asing 
Pelaku di pasar valuta asing sangat beragam. Secara 
umum, pelaku di pasar valuta asing dapat dikategorikan 
menjadi sebagai berikut (Wibowo, 2017). 
1. Bank Komersial dan Bank Sentral. 
Bank komersial merupakan pelaku utama dari 
perdagangan valuta asing. Transaksi dilakukan dalam 
bentuk jual beli dengan konsumen dari kalangan dunia 
usaha, bank yang lebih kecil, hingga pengiriman uang ke 
seluruh dunia. 
Bank sentral milik suatu negara merupakan 
penyelenggara terbesar di pasar mata uang. Bank sentral 
memiliki peranan penting untuk mengawasi pasar, 
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mengedalikan kelancaran suplai mata uang, mengatur 
tingkat suku bunga, dan lain-lain. Bank sentral juga 
sering mengantisipasi gejolak pasar dengan 
menggunakan langkah intervensi. Tujuan dari intervensi 
ialah mengendalikan kestabilan nilai mata uang, 
memperlambat gejolak, dan membalikkan arah pasar. 
2. Dunia Usaha 
Perusahaan yang bertransaksi untuk keperluan 
pembayaran produk, biaya operasional serta gaji 
karyawan dari berbagai negara, seperti Google, 
Microsoft, Apple, dan lainnya. 
3. Broker atau Pialang 
Lembaga yang berfungsi sebagai lembaga perantara 
antara pedagang retail atau masyarakat umum dengan 
pihak bank. 
4. Masyarakat Umum 
Perorangan yang melakukan transaksi perdagangan 
valuta asing dengan bank komersial atau pelaku pasar 
lain yang menggunakan jasa perantara pialang masing-
masing. 
 Para pedagang valuta asing harus menetapkan kurs 
jual dan beli uang kertas asing sesuai kondisi pasar waktu 
transaksi. Penetapan kurs harus menggunakan informasi dari 
sumber yang handal dan dapat dipercaya, seperti Bank 
Indonesia, Bloomberg, Reuters, dan lainnya, serta dapat 
diakses dengan mudah melalui fasilitas yang tersedia. 
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3.3.4 Landasan Hukum Berdasarkan Alquran dan 
Hadist 
Jika ditinjau dari segi agama Islam, para ulama 
menggunakan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 
untuk mengambil dalil tentang perdagangan valuta asing: 
  
  
  ☺ 
  
 
  
▪☺   
  
☺  
   
  
 ▪ 
  ☺ 
   
▪  
   
   
   
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  
    
     
Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba 
tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 
kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan 
mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus 
berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 
telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. al-Baqarah [1]: 
275). 
 Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang yang 
memakan riba. Dalam surat al-Baqarah ayat 275, Allah 
mengatakan orang yang memakan riba tidak bisa berdiri dari 
kuburan mereka pada hari kiamat, kecuali seperti kondisi 
berdirinya orang gila yang sedang mengamuk dan kerasukan 
syetan, hal itu merupakan posisi berdiri yang tidak wajar.  
Mereka memboleh riba dengan maksud untuk 
menetang hukum-hukum Allah karena orang-orang musyrik 
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tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang telah 
ditetapkan Allah dalam Alquran. Orang-orang yang memakan 
riba mengatakan, jual beli dan riba itu serupa. Padahal 
mereka sebetulnya telah mengetahui perbedaan hukum yang 
ditetapkan Allah antara jual beli dan riba. Barang siapa yang 
mengambil riba, dan mengerjakannya setelah mengetahui 
larangan tersebut, maka wajib baginya menjadi penghuni 
neraka. 
Selain itu, juga ada hadis yang menguatkan tentang 
hukum perdagangan valuta asing menurut Islam, seperti 
dalam Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, 
Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari ‘Ubadah bin 
Shamit, Nabi S.A.W. bersabda: 
 ُريِعَّشلاَو ُِِّربْلِاب ُُّربْلاَو ِة َّضِفْلِاب ُة َّضِفْلاَو ِبَهَّذلِاب ُبَهَّذل
 ًءاَوَس ،ٍْلثِِمب ًْلاثِم ِحْلِمْلِاب ُحْلِمْلاَو ِرْمَّتلِاب ُرْمَّتلاَو ِريِعَّشلِاب
 َفْيَك اُْوعْيِبَف ُفَانَْصْلأا ِهِذَه ْتََفَلتْخا َاِذَإف ،ٍدَِيب ًادَي ،ٍءاَوَسِب
 ْئِش ٍَدِيب ًاَدي َناَك َاذِإ ُْمت . 
Artinya: “(Juallah) emas dengan emas, perak dengan 
perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma 
dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat 
harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika  jenisnya  
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berbeda, juallah sekehendakmu dilakukan secara tunai.” 
(H.R. Muslim). 
 Para ulama sepakat bahwa keenam komoditi (emas, 
perak, gandum, sya’ir, kurma dan garam) yang disebutkan 
dalam hadits di atas termasuk komoditi ribawi. Sehingga 
enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara 
barter asalkan memenuhi syarat. Persyaratan pertama, 
transaksi harus dilakukan secara kontan (tunai). Sehingga 
penyerahan barang yang dibarterkan harus dilakukan pada 
saat terjadi akad transaksi dan tidak boleh ditunda seusai akad 
atau setelah kedua belah pihak yang mengadakan akad barter 
berpisah. 
Persyaratan kedua, barang yang menjadi objek barter 
harus sama jumlah dan takarannya, walau terjadi perbedaan 
mutu antara kedua barang. Misalnya, Ahmad ingin menukar 
emas 21 karat sebanyak 5 gram dengan emas 24 karat. Maka 
ketika terjadi akad barter, tidak boleh emas 24 karat 
dilebihkan misalnya jadi 7 gram. Jika dilebihkan, maka 
terjadilah riba fadhl. Terkait perihal jual beli uang, hal 
tersebut sama hukumnya dengan emas dan perak. Sehingga 
ada beberapa ketentuan yang berlaku ketika ingin menukar 
mata uang. Ketentuan tersebut diantaranya, tidak dibolehkan 
sama sekali untuk menukarkan uang kertas yang sama, 
seperti menukar rupiah dan rupiah atau menukarkan uang 
kertas dengan yang beda jenis, seperti menukar dolar dan 
rupiah, dengan cara pembayaran diutang atau kredit. 
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Penjelasan di atas diperkuat dengan hadits Nabi 
riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu dan Ahmad, Ibnu  
Majah, Daud, Khatthab, Nabi S.A.W. bersabda: 
 ِقِرَوْلِاب ُبَهَّذلا  َءاَهَو َءاَه َّلاِإ ًابِر  … 
Artinya: “(Jual beli) emas dengan perak adalah riba 
kecuali (dilakukan) secara tunai.” (H.R. Muslim). 
 
 
 
 
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 
Selama menjalani kerja praktik pada Bank Indonesia 
Perwakilan Provinsi Aceh, Banda Aceh, penulis banyak 
mendapat pembelajaran penting, seperti tentang kedisiplinan, 
tanggung jawab, dan kerja sama tim yang bagus sehingga 
tercipta hubungan harmonis antar karyawan dan juga bisa 
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.  
Berdasarkan hasil pengamatan penulis, peraturan 
mengenai kegiatan usaha penukaran Valuta Asing bukan 
Bank terus diperbaharui oleh pihak Bank Indonesia. Sebelum 
peraturan tahun 2016 terbit, Bank Indonesia juga 
mengeluarkan peraturan terkait pada tahun 2014 dan 2012. 
Peraturan mengenai kegiatan usaha penukaran Valuta Asing 
bukan Bank terus diperbaharui untuk menciptakan 
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pengaturan perizinan bagi penyelenggara penukaran valuta 
asing yang memudahkan pengawasan.  
Selain itu, juga untuk pengembangan kegiatan usaha 
yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan 
sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya 
kegiatan usaha penukaran Valuta Asing bukan Bank untuk 
pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya, 
terutama pada daerah dengan perputaran uang kertas asing 
yang tinggi seperti Jakarta, Bandung, Batam, dan Bali. 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
1. Proses perizinan kegiatan usaha penukaran Valuta Asing 
bukan Bank oleh Bank Indonesia terbaru ialah peraturan 
Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016. Peraturan itu 
mengatur tentang persyaratan yang harus disiapkan calon 
perusahaan yang ingin mendaftar sebagai pedagang 
valuta asing bukan Bank.  
2. Setiap penyelenggara harus berbadan hukum perseroan 
terbatas, memenuhi modal disetor yang paling sedikit 
sebesar Rp. 250.000.000 atau Rp. 100.000.000 
tergantung wilayah usaha. Permohonan izin disampaikan 
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secara tertulis beserta dokumen terkait perusahaan dan 
kondisi keuangan kepada Bank Indonesia. Lalu Bank 
Indonesia akan meneliti perusahaan tersebut dan apabila 
memenuhi syarat Bank Indonesia akan melakukan 
wawacara dan sosialisasi aturan. 
3. Proses wawancara merupakan pembaharuan dari 
peraturan terbaru ini dari peraturan sebelumnya. 
Wawancara bertujuan menguatkan keyakinan para 
pejabat Bank Indonesia dan mencegah dimanfaatkannya 
usaha penukaran Valuta Asing untuk kegiatan seperti 
pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan 
lainnya. 
4.2 Saran 
1. Berdasarkan pengamatan penulis selama menggarap 
laporan dengan judul ini di Bank Indonesia Perwakilan 
Provinsi Aceh di Banda Aceh, penulis menyadari Bank 
Indonesia terus memperbaharui peraturan tentang 
KUPVA Bukan Bank untuk mencegah disalah 
digunakannya perdagangan valuta asing. 
2. Perihal izin dan pengawasan proses penyelenggaraan 
penukaran valuta asing bukan bank oleh lembaga terkait, 
Bank Indonesia harus galak dalam menyosialisasikan 
peraturan KUPVA Bukan Bank dan ciri dari 
penyelenggara perdagangan valuta asing yang legal. 
3. Menurut penulis, jika masyarakat sudah paham akan 
peraturan legalitas pedagang valuta asing, potensi 
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penyalahgunaan kegiatan penukaran valuta asing seperti 
pencucian uang, bisa ditekan, sehingga pekerjaan 
pengawasan berjalan lebih efektif.  
4. Selain itu, dalam meningkatkan keefektifan pengawasan, 
Bank Indonesia juga harus bersinergi dengan lembaga 
terkait lainnya, seperti kepolisian. 
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